PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 38/DKPS/PKS/1/2024

NOMOR: 400.12.4/21

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN
UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,
bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,
berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

175/Pem.D/BP/D.4/2022  tanggal 27 Desember 2021 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota
Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatanaya untuk dan atas nama
serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan ‘Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : RAJWAN TAUFIQ
Alamat : J1. Glagahsari nomor 99 Warungboto Kota Yogyakarta
Jabatan : Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo berdasarkan Keputusan

Walikota Yogyakarta Nomor : 137/Pem.D/BP/D.4, tanggal 15-10-2021
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di
Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:




(2)

(3)

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat;

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan
Desember untuk semester kedua kepada PTHAK KESATU;

PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el
secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el sewaktu-waktu;

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan
dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik PIHAK
KEDUA akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi
meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK.
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN
KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 31/DKPS/PKS/1/2024
NOMOR: 100.3.7.1/002/PJ.MJ/1/2024

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN
MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,
bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,
berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota
Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : AFFRIO SUNARNO
Alamat : Jalan DI Panjaitan No.84 Yogyakarta
Jabatan : Mantri Pamong Praja berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor :

557/Pem.D/BP/D.4/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di
Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal thi bertindak dalam jabatannya
untuk dan atas nama serta sah mewakili Kemantren Mantrijeron Kota
Yogyakarta , yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

{
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Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat;

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan
Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;

(2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el
secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el sewaktu-waktu;

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan
dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik PIHAK
KEDUA akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

-

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi
meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK.




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN
KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 27/DKPS/PKS/1/2024
NOMOR: 400.12/006/NG/1/2024

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN

Pada hari ini,

NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh

Empat,bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Jabatan

2. Nama
Alamat
Jabatan

SEPTI SRI REJEKI

Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,
berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor
175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota
Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,

ANIF LUHUR KURNIAWAN

Jalan Wakhid Hasyim Nomor 12 Yogyakarta

Mantri Pamong Praja berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor :
93/Pem.D/BP/D.4/X1/2023 tanggal 16 November 2023 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di
Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
untuk dan atas nama serta sah mewakili Kemantren Ngampilan Kota
Yogyakarta , yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:




(2)

(1)

(3)

(4)

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat;

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan
Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el
secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el sewaktu-waktu;

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama 1ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan
dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik PIHAK
KEDUA akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi
meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK.




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN
KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 29/DKPS/PKS/1/2024
NOMOR: 400.12.1/028

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS KEMANTREN

PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat
bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Jabatan

2. Nama
Alamat
Jabatan

SEPTI SRI REJEKI

Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,
berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor
175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota
Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

SAPTOHADI

Jalan Suryopranoto Nomor 35 Yogyakarta

Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta berdasarkan
berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor
93/Pem.D/BP/D.4/X1/2023 tanggal 16 November 2023 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan
Pengawas di Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kemantren
Pakualaman Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat;

Dalam hal musyawarah dan mufakat sébagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan
Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el
secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el sewaktu-waktu;

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal PTHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan
dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik PTHAK
KEDUA akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi
meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK.




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 23/DKPS/PKS/1/2024
NOMOR: 400.12/004/PKS.BPBD/1/2024

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,
bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,
berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

175/Pem.D/BP/D.4/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota
Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : NUR HIDAYAT
Alamat : JL Gambiran Nomor 26 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta
berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

555/Pem.D/BP/D.4/2020  tanggal 30 Desember 2020 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota
Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
serta sah mewakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

/

1 A, m
)




(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat;

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan
Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el
secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el sewaktu-waktu;

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan
dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik PIHAK
KEDUA akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi
meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK.
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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 25/DKPS/PKS/1/2024
NOMOR: 000.4.7.2/0050

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,
bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,
berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

175/Pem.D/BP/D.4/2022  tanggal 27 Desember 2021  tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota
Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : TAOKHID
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta,
berdasarkan  Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : Nomor

74/Pem.D/BP/D.4/1X/2023 tanggal 22 September 2023 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota
Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
serta sah mewakili Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota
Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
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Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat;

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

PIHAK EKEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan
Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU,;

PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el
secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el sewaktu-waktu;

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan
dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik PIHAK
KEDUA akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi
meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PITHAK.
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